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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR TAHUN 2024
	
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;


	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

	
	
	
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

	
	
	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat Transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar.
14. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual.
15. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Camat yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
24. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang.
25. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
26. Nomor Bayar adalah nomor virtual account yang dikeluarkan oleh Bank untuk melakukan pembayaran Pajak.
27. Dokumen Terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan, Dokumen ini dapat berupa Surat perjanjian, Dokumen Jual Beli, Surat Waris dan lain-lain yang memiliki ketentuan hukum.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPTPD dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut SPTPD-BPHTB adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Perintah Pencairan Dana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SP2D-BPHTB adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPD Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Bupati terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak. 
46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
47. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
48. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
49. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP, adalah nomor identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
50. Rumah Ibadah adalah Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
51. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD, adalah Surat Tagihan yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh PPAT/Notaris/PPAT dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara pada bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 
52. Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, yang selanjutnya disebut SIMPBB-P2 adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu pintu.
53. Pengelolaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh rangkaian proses yang wajib dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan BPHTB.
54. NPOPTKP adalah suatu jumlah tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak.
55. NPOPKP adalah suatu nilai untuk perolehan hak atas objek berupa tanah/bangunan dalam konteks penghitungan BPHTB.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

	
	
	

	
	
	BAB II 
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah; atau
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan.
(4) Yang Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Objek BPHTB untuk kepentingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat diklasifikasikan sebagai Bangunan gedung dengan fungsi keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
(6) Objek BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h adalah ….
(7) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap fungsi Bangunan yang terintegrasi/tergabung ke dalam fungsi keagamaan berupa Bangunan penunjang Rumah Ibadah dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi:
a. kegiatan resepsi, ruang pertemuan, dan sejenisnya;
b. tempat pendidikan; dan
c. sarana yang bersifat komersil.


	
	
	Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



	
	
	BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK,
DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah:
a. NJOP pada tahun berkenaan;
b. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati tentang harga dasar tanah;
c. nilai transaksi yang sudah terjadi di wilayah/daerah berkenaan pada tahun berkenaan; dan
d. informasi data harga transaksi hasil Penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4) Besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp0 (nol rupiah) untuk perolehan hak kedua, dan seterusnya Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
(7) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak dalam masa Tahun Pajak, kecuali waris dapat diberikan beberapa kali sesuai permohonan pendaftaran sebagaimana ayat 6.

	
	
		Bagian Kedua
	Tarif BPHTB

Pasal 5

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).


	
	
	Bagian Ketiga
Perhitungan Pajak

Pasal 6
(1)	Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau dengan rumus: BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) x 5 %.
(2) Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
a. bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
 NPOP – NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang
b. bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan:
 NJOP – NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang
(3)	Cara penghitungan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat ditetapkan sebagai berikut:
NPOP – NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang
(4)  Apabila Transaksi jual beli dilakukan sebelum Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka:
a. pengenaan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
b. apabila nilai perolehan objek Pajak pada saat peralihan hak dibawah NJOP PBB-P2 saat ini maka nilai perolehan objek Pajak disesuaikan dengan NJOP PBB-P2 yang berlaku pada saat ini;
c. apabila telah diterbitkan akta perolehan hak sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka besaran nilai perolehan hak disesuaikan pada yang tercantum dalam akta tersebut yang telah ditanda tangani oleh PPAT/PPATS yang sah; dan
d. akta perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar untuk penerbitan SSPD BPHTB.


	
	
	BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN VALIDASI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran 

Pasal 7
(1) Wajib Pajak mengurus akta pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris/PPATS atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan-undangan.
(2) PPAT/Notaris/PPATS atau Pejabat Lelang melakukan Penelitian atas objek Pajak yang haknya dialihkan.
(3)	Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD-BPHTB serta membayar sendiri Pajak terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(4) Wajib Pajak mendaftarkan SSPD-BPHTB secara online ke sistem E-BPHTB Kabupaten Sumedang melalui PPAT/Notaris/PPATS atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara.

	
	
	
Bagian Kedua
Pendaftaran Ulang

Pasal 8
Wajib Pajak melakukan pendaftaran ulang melalui sistem E-BPHTB Kabupaten Sumedang, dalam hal:
a. validasi BPHTB sudah terbit dan dibayar, Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan untuk penginputan ulang BPHTB secara online; dan
b. validasi BPHTB sudah terbit dan belum dilakukan pembayaran, wajib pajak mendaftar ulang validasi melalui PPAT/PPATS.


	
	
	Bagian Kedua
Tata Cara Penelitian dan Validasi 

Pasal 9
(1) Bupati melalui Pejabat pada bidang yang menangani urusan Pajak melakukan Penelitian dokumen permohonan BPHTB dan validasi SSPD BPHTB.
(2) Penelitian dokumen permohonan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang mempunyai fungsi pelayanan.
(3) Validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang mempunyai fungsi pelayanan.


	
	
	Pasal 10
(1) Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB dalam E-BPHTB meliputi:
a. kelengkapan dokumen persyaratan permohonan BPHTB;
b. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
c. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;
d. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
e. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2; dan
f. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
(3) Proses penelitian dokumen SSPD permohonan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB dalam Sistem E-BPHTB.
(4) Dalam hal proses Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB perlu dilakukan Penelitian lapangan maka proses Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB dalam Sistem E-BPHTB.
(5) Proses validasi permohonan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SSPD BPHTB yang yang telah melalui proses penelitian dalam Sistem E-BPHTB.

Bagian Ketiga
Saat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan Terutang

Pasal 11
(1) Permohonan SSPD BPHTB yang telah divalidasi ditandai dengan terbitnya Nomor Bayar BPHTB.
(2) Nomor Bayar SSPD BPHTB berlaku masa kedaluwarsa 30 (tiga puluh) hari sejak divalidasi.
(3) SSPD BPHTB yang telah divalidasi dapat dicetak jika sudah melakukan pembayaran BPHTB dengan menggunakan Nomor Bayar BPHTB


	
	
	BAB V
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 12
(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor BPHTB yang terutang dengan menggunakan kode bayar SSPD BPHTB yang telah dilakukan Penelitian, pemeriksaan dan/atau validasi.
(2) Jangka waktu pembayaran dan penyetoran BPHTB yang terutang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
(3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka kode SSPD BPHTB dinyatakan tidak berlaku dan harus dilakukan validasi ulang dalam Tahun Pajak yang berkenaan.
(4) Pembayaran dan penyetoran BPHTB disetor oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.


	
	
	BAB VI
PENGURANGAN


	
	
	

	
	
	Pasal 13
Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.


	
	
	Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(2) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
(3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar:
a. 25% (dua puluh lima persen) bagi: 
1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung oleh pengembang dan dibayar secara angsuran.
2. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat.
b. 50% (lima puluh persen) bagi:
1. Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan/atau waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah;
3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di NJOP;
4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi; dan
5. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan yang semata- mata tidak untuk mencari keuntungan.
6. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah/pemerintah daerah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; dan
7. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pensiunan pegawai negeri sipil, punawirawan tentara nasional indonesia, purnawirawan polisi republik indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah.

	
	
	
BAB VII
TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 15

(1) PPAT/PPATS/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. disampaikan secara langsung;
b. melalui media elekronik; dan
c. melalui jasa pengiriman barang.
(3) Bukti penyampaian laporan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
a. secara langsung adalah bukti penerimaan dari SKPD;
b. media elektronik adalah sistem aplikasi dan email; dan 
c. jasa pengiriman barang adalah nota.

Pasal 16

(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang tidak melaporkan dan/atau melaporkan tetapi melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3) Penyetoran sanksi administrasif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat setoran kas daerah.
(4) Surat setoran sanksi administrasif berupa denda sebagimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh pengelola atau Pejabat yang mempunyai fungsi penetapan dan Penagihan.

Pasal 17

(1) Apabila pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara secara terus menerus tidak melaporkan dan tidak menyetorkan sanksi administrasi berupa denda maka pengelola atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya melakukan tindakan.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a. Pejabat yang membidangi pelayanan melakukan penghentian pelayanan kepada pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, sebelum menyelesaikan laporan atau menyetorkan sanksi administrasif berupa denda;
b. Pejabat yang membidangi penetapan dan penagihan melakukan Penagihan dengan menerbitkan surat teguran; dan
c. Pejabat yang membidangi pengawasan dan pengendalian melakukan pemeriksaan.

	
	
	

	
	
	BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Transaksi peralihan hak atas tanah dan Bangunan yang masih dalam proses atau sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka BPHTB didasarkan pada Peraturan Bupati yang lama.


	
	
	Pasal 19

Pengelolaan BPHTB secara online dilaksanakan sejak sarana dan prasarana tersedia.


	
	
	Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan serta Tata Cara Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 72, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


	
	
	Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




Ditetapkan di Sumedang pada tanggal

Pj BUPATI SUMEDANG,



Drs. HERMAN SURYATMAN M.Si

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal
	
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,




Hj. Tuti Ruswati, S.Sos,.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN NOMOR
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